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ABSTRAK

Program pengentasan kemiskinan pada umumnya tidak berkelanjutan (sustainable)
sebagai akibatnya jumlah dan persentase penduduk miskin masih tetap tinggi
terdapat 25,14 juta atau 9,41 persen penduduk Indonesia (BPS, Maret, 2019).
Otonomi desa merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa. Pada Undang-Undang tersebut juga mencantumkan adanya
alokasi dana APBN untuk Desa. Sehingga Dana Desa yang Semakin besar
jumlahnya diharapkan akan semakin meningkatkan kemampuan keuangan
pemerintah desa dan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha
ekonomi produktif dalam wadah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga
suatu model pengembangan BUMDes yang bersifat strategis berskala nasional
untuk pengentasan masyarakat miskin yang berkelanjutan "mendesak diperlukan™.
Sistem manajemen dan akuntansi BUMDes yang perlu dikembangkan adalah
sistem manajemen yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan.
Walaupun sistem tersebut harus memenuhi syarat minimal dalam pengelolaan
bisnis secara profesional. Hal ini disebabkan kompetensi SDM yang mengelola
BUMDes umumnya rendah dan unskilled labor. Demikian juga dalam
pengembangan sistem monitoring dan evaluasi. SDM Pengelola BUMDes
memerlukan model dan materi pelatihan yang praktis terutama terkait
pembentukan, pengelolaan, pengembangan, membangun kemitraan, pemasaran,
akuntansi, manajemen strategi BUMDes. Pada akhir penelitian diharapkan ada
luaran berupa Model Akhir Pengembangan yang bisa diaplikasikan secara nasional.
Model ini memfokuskan pada penguatan modal sosial, kewirausahaan sosial, akses
model, mensinergikan kelembagaan di desa, dan lembaga mitra, pemerintah lokal,
perguruan tinggi, dan lembaga donor. Model akhir pada penelitian ini diharapkan
mampu memperkuat keberhasialan kelembagaan baik pemerintah daerah/kota
maupun jajaran di bawahnya tingkat kecamatan dan desa/keseluruhan di Indonesia
untuk memfasilitasi pengembangan "BUMDes" menuju pengentasan kemiskinan
masyarakat desa berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDES, Pengelolaan, Pembentukan
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PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada
hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada
masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat daerah. Sebagai bagian
dari kabupaten, desa memiliki otonomi asli. Otonomi tersebut memberikan
wewenang desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan
memanfaatkan potensi yang dimiliki. Otonomi desa ada sebagai bagian dari
otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5 Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.

Widjaja (2014:76), mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam
penyerahan urusan kepada daerah antara lain: menumbuh kembangkan daerah
dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam
proses pertumbuhan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga
dikatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan
tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya
sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak
perekonomian masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menuju desa yang madiri dan kreatif
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peraturan Menteri Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang

menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa



(BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi,
kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk
pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf
ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif
pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan
masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan
emansipatif dari masyarakat desa.

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di
desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai
lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya
dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial
BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama
dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan
masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan
Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang
dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan
potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Pada kenyataan dilapangan bahwa Desa Botuboluo Kecamatan Biluhu
Kabupaten Gorontalo adalah desa yang memiliki potensi wisata yang sangat baik
di kecamatan Biluhu. Dengan Dana Desa yang mecapai 1,7 Miliar harusnya desa
ini mampu mengembangkan potensi wisata tersebut yang nantinya bisa
memberikan kontribusi pendapata asli desa. Namun kenyataannya adalah bahwa
Bumdes yang ada di desa ini hanya berfokus pada kegiatan usaha yang tidak selaras
dengan potensi desa tersebut yakni bidang perikanan dan wisata. Selain itu Bumdes
yang sejatinya diharapkan mampu mengelola potensi desa tersebut malah

digantikan oleh lembaga lain yang telah dibentuk oleh pemerintah kabupaten.



1.2. Tujuan

Kegiatan pelatihan ini bertujuan agar masyarakat mampu memahami dan
mempraktekan kegiatan mengelola BUMDes, selain itu masyarakat dilatih
bagaimana mengelola BUMDes sehingga mendapatkan dana yang sesuai dengan

yang telah diinvestasikan.

1.3. Manfaat
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan agar pengetahuan
masyarakat tentang BUMDes lebih bertambah dan masyarakat mampu mengelola

Bumdes sesuai dengan aturannya.
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METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

2.1 Sasaran Kegiatan
Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini
adalah seluruh pengurus BUMDes, masyarakat yang berada di di Desa Botuboluo

Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, selain itu pada kegiatan ini pula turut

menghadirkan kepala desa, sekretaris desa bersama para aparatur desa, BPD serta

organisasi-organisasi yang ada di desa seperti Dasa Wisma, Karang Taruna dan

Pemuda Desa.

2.2 Metode Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berfokus pada
pengelolaan BUMDes, pelaksana pengabdian menggunakan teknik presentasi
materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta praktek langsung mengenai
organisasi BUMDes. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat
mengenai BUMDes, tim pelaksana pengabdian melakukan kegiatan berupa
workshop pada hari kedua kegiatan.

2.3 Langkah-Langkah Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikemas dengan
menggunakan pendekatan workshop. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan
metode ceramah, diskusi dan praktek. Adapun langkah-langkah dalm pelaksanaan
kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Peserta pelatihan diberikan materi tentang pengelolaan BUMDes
serta arti pentingnya BUMDes dalam menopang ekonomi desa dan
masyarakat

Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang
telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk
memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan

Langkah 3 : Peserta berlatih untuk berorganisasi, tata cara bermusyawarah serta
bagaimana memilih dan memilah unit bisnis yang mendatangkan

keuntungan



Langkah 4 : Peserta diberikan bimbingan dalam pengelolaan BUMDes,
pemilihan unit bisnis yang sesuai, serta peluang pasar yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani

Langkah 5 : Hasil Pelatihan dievaluasi secara bersama dan dianalisa mana yang

masih kurang.
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PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan di Desa
Botuboluo Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo telah berjalan dengan lancar
dan dihadiri oleh 64 orang masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari
terhitung sejak tanggal 29 — 30 November 2020. Peserta pelatihan terlihat sangat
antusias dengan materi pelatihan yang diberikan, hal ini terlihat dari awal hingga
akhir kegiatan semua peserta mengikuti dengan baik.

3.2 Pembahasan
3.2.1 Pengelolaan BUMDes

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes)
bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa.
Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas
desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan
kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi
masyarakat desa. Dasar pembentukan Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di
desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan
berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat
desa.

Di dalam buku Panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Kementrian Desa
tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses
pendirian BUMDes. Selain itu juga dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian
BUMDes yang terdiri atas:

1. Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten
2. Diatur berdasarkan Perdes
3. Satu Desa, hanya terdapat satu BUMDes

4. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes



5. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk
lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau
lembaga keuangan (BPR)

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 pasal 5 juga menjelaskan
mengenai proses pendirian BUMDes yang secara berbunyi “Pendirian BUM Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”. Musyawarah Desa yang dimaksud
pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkait dengan proses pendirian
desa. Inti pokok bahasannya adalah:

1. pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya
masyarakat;

2. organisasi pengelola BUMDes;

3. modal usaha BUM Desa; dan

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes

Empat inti pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan
Desa tentang Pendirian BUM Desa. Selanjutnya mengenai pengelolaan BUMDes,
Permendesa Nomor 4 tahun 2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai
pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari
masing-masing perangkat BUMDes. Memang isi Permendesa Nomor 4 tahun 2015
ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada
penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/walikota sesuai dengan
keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat.

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri
sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya.
Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar
yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. Contohnya bagi pemegang
jabatan manajer setidak-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang

bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya



adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara
dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D 111
bidang akuntansi dan sekretaris.

Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat
menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan
untuk karyawan, diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan
mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan
pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka
harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di
gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Sebagai panduan
kerja perlu disusun adanya job desk/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada
masing-masing lini organisasi.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada
mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan
kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu
dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam pemanfaatkan
sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll. Dalam
melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi
dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam kegiatan harian pengelola
harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang
telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola
BUMDes.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses
pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang
transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba
transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme chek and balance baik oleh
pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan, sangat diperlukan
sebuah penyusunan Rencana-rencana pengembangan usaha. Contoh mudah, Untuk
penjualan produk-produk yang dipengaruhi oleh musim seperti penjualan pakaian,
sandal, sepatu dan sejenisnya penting untuk selalu memperhatikan perubahan

mode, sebab jika tidak dilakukan besar kemungkinan produknya tidak diminati oleh



pasar. Untuk itu diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadai perubahan dan
perkembangan yang terjadi di masyarakat.
3.2.2 Kelembagaan BUMDes
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan,
dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
BUMDes merupakan badan usaha yang ditetapkan melalui Peraturan Desa
berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa. Artinya, pembentukan BUMDes
hanya didasarkan pada Peraturan Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari
Akta Notaris.
Meskipun demikian, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan
hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Dalam pasal 8 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, disebutkan BUMDes dapat
membentuk unit usaha meliputi:
= Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan
perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar
dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang
Perseroan Terbatas; dan
= Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh)
persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga
keuangan mikro.
a. Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan BUM Desa:
= Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
= Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
= Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; dan



= Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan BUM Desa:

= Meningkatkan perekonomian desa;

= Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;

= Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;

= Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak
ketiga;

= Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan
umum warga;

= Membuka lapangan kerja;

= Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,
pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan

= Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;

Potensi usaha ekonomi Desa;

Sumberdaya alam di Desa;

Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes;

Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan
Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha
BUMDes.

Beberapa langkah persiapan awal yang perlu dilakukan oleh Desa dalam

mendirikan BUMDes antara lain, yaitu:

Melakukan sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUMDes. Ide atau inisiatif ini
bisa muncul dari Pemerintah Desa dan atau masyarakat. Dari manapun inisiatif
tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas
didalam Musyawarah Desa.

Kemudian melakukan tinjauan atau kajian ringkas dengan mengidentifikasi

potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam,

10



potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi,

potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang

menjadi kewenangan desa.

= Selanjutnya melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di

desa, serta memililah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana

yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa tentang

aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.
c. Tahapan Pendirian BUMDEs

Tahapan-tahapan dalam pendirian BUMDes dapat dirinci sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

Tahap | (Pra Musyawarah Desa)

Melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa peluang pendirian
BUMDes, melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga, menyusun draf
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes, dan menentukan
Kriteria pengurus organisasi pengelola BUMDes.

Tahap 11 (Musyawarah Desa)

Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha, menyepakati
pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan
sosial budaya masyarakat; membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga, memilih kepengurusan organisasi pengelola BUMDes,
sumber Permodalan BUMDes, dan membentuk Panitia Ad-Hock
perumusan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes.

Tahap 111 (Pasca Musdes)

Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan
Usaha Milik Desa yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksananaan
dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan
Pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan penetapan Peraturan Desa tentang

Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan

bahwa

BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan
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hukum. Keberadaan unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa
lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.
Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum,
bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian
BUMDes.
d. Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa
Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari; (a)
Penasihat; (b) Pelaksana Operasional; dan (c) Pengawas. Penamaan susunan
kepengurusan organisasi BUMDes dapat menggunakan penyebutan nama setempat
yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kepala Desa
secara ex officio menjabat sebagai Penasihat BUMDes. Sebagai penasihat, kepala
desa memiliki kewajiban dan kewenangan.
1) Kewajiban Penasihat BUMDes
= Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan
pengelolaan BUMDes;
= memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting
bagi pengelolaan BUMDes; dan
= mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
2) Kewenangan Penasihat BUMDes
= Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang
menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
= Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja
BUMDes.
e. Modal awal BUMDes
Modal awal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal untuk
BUMDes tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa. Modal awal
untuk BUMDes dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di
rekening kas desa sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa. Modal BUM Desa

terdiri atas Penyertaan Modal Desa, dan Penyertaan Modal Masyarakat.
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f. Penyertaan Modal Desa, terdiri atas:
= Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau
lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
= Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desg,;
= Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan
dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan
disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
= Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
g. Penyertaan modal masyarakat Desa
Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau
simpanan masyarakat. Untuk mengembangkan Usaha BUMDes, Desa selanjutnya
dapat menambah penyertaan modal kepada BUMDes yang dialokasikan melalui
anggaran pembiayaan dalam APB Desa. Besaran penyaluran penyertaan modal
harus mempertimbangkan kondisi keuangan desa dan kemampuan kapasitas
BUMDes dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya. Kekayaan BUMDes
yang berasal dari penyertaan modal Desa merupakan kekayaan desa yang

dipisahkan.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan
peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes berjalan dengan lancar. Kegiatan
pelatihan menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan
diskusi serta praktek langsung mengenai organisasi koperasi. Selain itu, untuk lebih
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai koperasi, tim pelaksana
pengabdian melakukan kegiatan berupa workshop pada hari kedua kegiatan.
4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya pihak pemerintah atau dinas
terkait menindaklanjuti dari pada pelatihan ini dengan cara melakukan pembinaan

dan pendampingan dalam pengelolaan BUMDes.
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